
 
 

 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 
NOMOR 31 TAHUN 2017 

 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

Menimbang : a. bahwa memenuhi Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 
  b. bahwa sesuai dengan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, penjabaran sebagaimana dimaksud pada huruf a 

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 
 

        c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
tentang  Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
    
   3. Undang-Undang... 

    



  

  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tetang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3898); 
    

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tetang 
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4187); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

    
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

    
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) 
 

  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia     Nomor 5679); 
    

   12. Undang-Undang... 
 
 

   



  

  12. 
 

 
 

 
13. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Padang  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia           Nomor 3164); 
    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelengaraan Pemerintah Daerah   ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah        (Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 4712) ;  

    

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

                                                                   
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4570); 

    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
 
 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
    
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia     Nomor 4577); 
    
 
 

  21. Peraturan Pemerintah .... 

    



  

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

    
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
    
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4614); 

    
  24. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016. 

 
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
    
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daearah;  
    
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
    
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 

Tahun 2010 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
  29. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 
2017; 

 
 
 
 
 

   
 

 
Memutuskan... 

    
    



  

  
 

MEMUTUSKAN : 
 

     

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2017. 

 
 

    

 Pasal 1 

     
     

 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut : 

     
1. Pendapatan   

 a. Semula  Rp. 1.412.992.590.829,30  
 b. Bertambah/berkurang      Rp. 23.964.831.332,70  

  Jumlah Setelah Perubahan                                 Rp. 1.436.957.422.162,00 
     

2. Belanja    

 a. Semula  Rp. 1.445.716.890.974,03  
 b. Bertambah/berkurang      Rp. 44.273.621.960,61  

       Jumlah Setelah Perubahan                                   Rp. 1.399.041.293.715,00 
     

  Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (47.913.240.020,00) 
     

3. Pembiayaan Daerah    
 Penerimaan Pembiayaan    

 a. Semula  Rp. 45.000.000.000,00  

 b. Bertambah/berkurang      Rp. 63.357.207.439,00  
  Jumlah Setelah Perubahan                                   Rp. 108.357.207.439,00 

     
 Pengeluaran Pembiayaan   

 a. Semula  Rp. 5.500.000.000,00  
 b. Bertambah/berkurang      Rp. 54.596.301.919,00  

  Jumlah Setelah Perubahan                                   Rp. 60.096.301.919,00 
     

  Pembiayaan Netto Setelah Perubahan  Rp. 47.913.240.020,00 

     
  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan 

Rp.  

 

(0,00) 
     

 

 
 

 Pasal 2 
  

 Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
  

Pasal 3 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

  
 

 

 

Pasal 4... 



  

  
 Pasal 4 

 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dalam Peraturan ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
 

 Pasal 5 

 
 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 
 

  Ditetapkan di Parit Malintang 

pada tanggal 22 November 2017 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

 
                            dto 

 
  ALI MUKHNI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN  2017 NOMOR 31 
 

Diundangkan  di Parit Malintang 
pada tanggal 22 November 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 
 

dto 
 
 

JONPRIADI 

   


